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KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

Menimbang : 1.
2.
3.
4.
Mengingat L

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah,
Pengadilan Agama Bima telah melakukan Reviu dan
menetapkan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Agama Bima pada Tahun 2023;

Bahwa dengan telah berakhirnya Rencana pelaksanaan
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 di
tahun ketiga (Tahun 2022), maka selain melakukan Reviu
terhadap Indikator Kinerja Utama, Pengadilan Agama Bima
juga memandang perlu untuk meninjau kembali atau mereviu
dan menyempurnakan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan
Agama Bima Tahun 2020-2024 di Tahun 2023;

Bahwa guna melaksanakan tugas reviu dan penyempurnaan
terhadap Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima
Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud, telah dibentuk Tim
Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima
Tahun 2020-2024 (Reviu Ketiga Tahun 2023);

Bahwa berdasarkan hasil Reviu oleh Tim Reviu Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024
(Reviu Ketiga Tahun 2023), maka perlu ditetapkan Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Bima tentang Reviu Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024
(Reviu Ketiga Tahun 2023).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan
ditambah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025

Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Pengalihan Organisasi, Administrasi Peradilan Agama ke
Mahkamah Agung RI;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Keputusan  Ketua Mahkamah  Agung Rl Nomor
KMA/04/SK/11/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama,;

Keputusan  Ketua Mahkamah  Agung Rl Nomor
143/KMAJ/SK/VI11/2007 tentang Pemberlakuan Buku | —
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah
Agung RI;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun
2019 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Strategis
Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024;

Keputusan  Sekretaris Mahkamah Agung RI  Nomor
237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah
Agung RI Tahun 2020-2024;

Surat  Sekretaris Mahkamah  Agung Rl Nomor
2877/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 14 Desember 2022 tentang
Penyampaian Dokumen SAKIP.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pada Pengadilan Agama Bima telah berjalan dan melangkah dalam tahun
ketujuh dari Visi dan Misi Mahkamah Agung sejalan dengan Reformasi
Birokrasi Jilid IT Tahun 2010-2035 yang menuntut semua lembaga Peradilan
di bawah lingkungan Mahkamah Agung untuk melakukan pembaruan dan
perubahan.

Perubahan yang fundamental tersebut ditindaklanjuti dengan
peningkatan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam
transparansi penyelesaian perkara.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa
Pengadilan Agama; dalam hal ini Pengadilan Agama Bima mempunyai tugas
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakat, zakat,
infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Bima menyelenggarakan fungsi:

a. Fungsi Mengadili (Judicial Power),

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat
pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan
kode etik Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan
Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya ( vide : Pasal 53 ayat
(1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 7 Tahun 1989) dan terhadap
pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
(vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
c. Fungsi administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan
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persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan

umum/ perlengakapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

d. Fungsi Lainnya :

1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat
dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas
Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006).

2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi
masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi
peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI  Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007  tentang
Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama Bima dalam menjalankan tugas dan fungsinya
dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama
Bima, dalam hal ini Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Renstra Pengadilan Agama Bima merupakan pelaksanaan misi dalam
mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan
Pengadilan Agama Bima pada saat ini adalah menyesuaikan dengan program
pembaruan peradilan atau judicial reform dan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2020-2024.

Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Bima
lima tahun ke depan, rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program-
program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (action plan).
Rencana strategis ini kelak di dalam pelaksanaannya diharapkan didukung oleh
anggaran yang memadai dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang
kompeten serta ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan
perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Bima, baik lingkungan internal
maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Agama Bima sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah
Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut adalah untuk mendukung

tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana
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kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Bima melayani masyarakat pencari keadilan yang
berada pada Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram, memiliki wilayah
hukum yang terdiri dari 2 (dua) Ibu Kota/Kabupaten, yakni Kota Bima dan
Kabupaten Bima. Dari kedua Ibu Kota/Kabupaten tersebut terdapat 23 (dua
puluh tiga) Kecamatan dan 229 (dua ratus dua puluh dua sembilan)
Desa/Kelurahan dengan luas keseluruhan mencapai 3.627,83 Km?, berbatasan

dengan :

SEBELAH UTARA

Berbatasan dengan Laut Indonesia
SEBELAH TIMUR

Berbatasan dengan Selat Sape
SEBELAH SELATAN
Berbatasan dengan Samudra Hindia
SEBELAH BARAT

Berbatasan dengan Kabupaten Dompu

Gratik
Jumlah Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten dan Kota Bima

Jumlah Desa/Kelurahan &
Kecamatan di Kab. dan Kota Bima

38
18

e — :
| E— |
DESA/KELURAHAN KECAMATAN

m KOTA BIMA  mKABUPATEN BIMA
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Pengadilan Agama Bima sebagai salah satu organisasi pelaksana
kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung RI yang berada di
bawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam
menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diuraikan di atas selalu
berorientasi dan mendukung terwujudnya visi, misi dan kebijakan Mahkamah
Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI. Guna
mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Bima telah menyusun
perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan dalam bentuk dokumen
Rencana Strategis (Renstra). Dimana pada tahun 2020, Pengadilan Agama
Bima telah menyusun dan menetapkan Renstra 2020-2024-.

Renstra Pengadilan Agama Bima tersebut merupakan penetapan
berbagai strategi jangka menengah dan penjabarannya dalam mewujudkan visi
dan misi secara bertahap. Penetapan strategi dalam Renstra tersebut tentunya
harus juga menyesuaikan program Pembaruan Peradilan atau judicial reform
MA RI dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Nasional tahun 2020-2024.

Renstra sebagai pedoman strategi pelaksanaan kegiatan Pengadilan
Agama Bima lima tahun ke depan tersebut lebih lanjut dijabarkan ke dalam
program-program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (action
plan). Kesuksesan pelaksanaan Renstra dan program kegiatan tersebut
tentunya memerlukan dukungan anggaran yang memadai dan ketersediaan
sumber daya manusia yang kompeten serta ditunjang dengan sarana dan
prasarana yang memadai.

Kesuksesan pelaksanaan Renstra juga didukung dengan kondisi
lingkungan (Konteks Organisasi) Pengadilan Agama Bima yang terkini, baik
lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. Ketepatan
dalam mengidentifikasi isu internal dan eksternal kekinian yang ada pada
lingkungan Pengadilan Agama Bima sangat mempengaruhi pengambilan
langkah dan strategi Pengadilan Agama Bima dalam mewujudkan visi, misi dan
tujuan. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2023 ini perlu dilakukan Reviu
Ketiga terhadap Renstra Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024 yang telah

ditetapkan dengan meninjau kembali konteks organisasi (Potensi dan
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Permasalahan) yang ada dan terbaru saat ini.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN
Untuk merencanakan dan mewujudkan pengadilan yang ideal, maka
dalam penyusunan perencanaan, tujuan dan arah kebijakan Pengadilan Agama
Bima menggunakan metode analisis SWOT (Strength, Weakness,
Opportunity, dan Threats).
1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Bima mencakup hal-hal yang memang
sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal
yang dikembangkan kemudian, mencakup:

a. Memiliki Tupoksi dan wewenang yang sudah diatur oleh undang-undang.
b. Memiliki struktur organisasi yang telah tertata dengan baik.
c. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tupoksi.
2. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Bima dirinci
dalam beberpa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

e Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan
masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama
Bima

e Minimnya penguasaan peraturan perundang - undangan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi ;

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
e Masih terdapat kualitas SDM yang minim pada Pengadilan Agama

Bima baik di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan;

e [Etos kerja SDM yang ada masih rendah

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Telah memiliki sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi
Informasi namun penggunaan belum dimantaatkan oleh masyarakat

d. Aspek Sarana dan Prasarana
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Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Bima dari Mahkamah Agung
belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan sehingga
kebutuhan akan perangkat Teknologi Informasi masih kurang memadai
dalam mendukung pekerjaan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sehingga
mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama
Bima untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:
a. Aspek Proses Peradilan
Meningkatnya akses I'T masyarakat sehingga penggunaan IT untuk
proses berperkara semakin optimal
b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
e Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam
peningkatan kinerja.
e Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan
Pengadilan Agama Bima dan Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Barat maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan

kualitas sumber daya Manusia.

e Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala secara
internal di Pengadilan Agama Bima.
c. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Dukungan dan koordinasi yang baik antar aparatur peradilan baik itu
antara Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita
Pengganti serta para staf kepaniteraan yang ada Pengadilan Agama
Bima.
d. Aspek Sarana dan Prasarana
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di pengadilan Agama
Bima berupa internet, website Pengadilan Agama Bima
4. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Bima yang
akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat

melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.
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1. Aspek Proses Peradilan
Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa
pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
e Masih terdapat aparatur yang melakukan pelanggaran kode etik /
indisipliner ;
e  Masih terdapat SDM yang tidak menguasai tupoksi ;
e  Masih terdapat SDM yang tidak menguasai teknologi informasi;
3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Adanya Mutasi Hakim dan pejabat kepaniteraan yang menyebabkan
timbulnya persoalan administrasi perkara.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana

dan prasarana tidak maksimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan.
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BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
A. VISI

Pengadilan Agama Bima tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi
Mahkamah Syar’iyyah dan Badan Hukum Syara’ Kesultanan Bima, sebagaimana telah
diuraikan dalam tulisan diatas. Sebab sesungguhnya lembaga peradilan itu sendiri
adalah kristalisasi dari kehendak masyarakat untuk mengamalkan suatu hukum yang
diaykininya untuk menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa, sehingga dengan
demikian penamaan kelembagaan hanya sekedar identitas saja, sedangkan penerapan
hukumnya adalah merupakan esensi dari jati diri kelembagaannya.

Perubahan nama lembaga peradilan dalam periode Kesultanan Bima, baik
dengan nama Mahkamah Syar’iyyah maupun dengan nama Badan Hukum Syara’
serta Pengadilan Agama pada periode kesultanan Bima yang menggabungkan diri
dengan Negara Kesatuan Repbulik Indonesia, menunjukkan benang merah tentang
keberlanjutan lembaga peradilan tersebut, khususnya di wilayah Kabupaten Bima
Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Merujuk pada Memori Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahmamah Syar’iyyah di
Luar Jwa-Madura, menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Darurat No. 1 tahun
1951 (lembar Negara Tahun 1951 No. 9) tentang tindakan-tindakan sementara untuk
menylenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara Pengadilan Sipil, pada pasal
1 ayat 2 dan 4, dinyatakan bahwa peradilan agama dalam lingkup peradilan Swapraja
dan Adat, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri
dari peradilan Swapraja dan Adat, tidak turut terhapus dan pelanjutannya akan diatur
dengan Peraturan Pemerintah dan pada bagian lain disebutkan bahwa Pemerintahan
Swapraja di Sumbawa, Bima dan Dompu di Propinsi Nusa Tenggara, dengan
persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat sementara itu telah mengadakan
hubungan surat-menyurat dengan Kementerian Agama untuk menyerahkan Urusan
Badan Hukum Syara’, yang menjadi Pengadilan Agama sehari-hari di daerahnya
masing-masing.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bima adalah

keberlanjutan peradilan sejak jaman kesultanan Bima, yaitu sejak tahun 1620 H. atau
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dapat disebut sebagai Pengadilan Agama yang sudah tua dan lama berkecimpung
dalam penyelesaian perkara ummat Islam. Fakta ini juga menunjukkan bahwa
tonggak sejarah pembentukan Pengadilan Agama Bima adalah bersamaan dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957
tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura.
Sedangkan secara resmi dibentuk, yaitu pada tanggal 16 Maret 1964, berdasarkan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B/1V/2/9/6550, tanggal 9
Desember 1964.

Dalam mewujudkan kinerja Visi Pengadilan Agama Bima mengacu pada
visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia,
yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BIMA
YANG PROFESIONAL & MODERN
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG”

B. MISI
Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bima

menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan Mahkamah Agung;

2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari
keadilan;

3. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bima yang profesional, integritas

dan bertaqwa;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern,
efektif dan efisien;
5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan;
Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Pengadilan Agama Bima harus

memenuhi 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Profesional, Modern

yaitu:
1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
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3) Menmiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas
dan terukur.

4) Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat
waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.

5) Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja
yang aman, nyaman, dan kondusit bagi penyelenggaraan peradilan.

6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan

kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan

profesional.

7) Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.

8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan
transparansi.

10)  Berbasis teknologi informasi (TT) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang

modern.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang
terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan
pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-
undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bima diselaraskan dengan arah
kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional
Jangka Panjang (RPNJP) 2005 — 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) 2020 — 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan

Agama Bima menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai tahun 2023 adalah
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sebagai berikut :

1.

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui

proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;

Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan;

Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama

Bima adalah sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel

Indikator Kinerja Utama

1. Terwujudnya
Proses
peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel

a. Persentase Perkara yang 92% Panitera
diselesaikantepat waktu

b. Persentase Perkara yang tidak 90% Panitera
mengajukan upaya hukum
Banding

c. Persentase Perkara yang tidak 90% Panitera
mengajukan upaya hukum
Kasasi

d. Persentase perkara anak yang 0% Panitera
diselesaikan dengan Diversi

e. Indeks persepsi pencari keadilan 85% Panitera

yang puas terhadap layanan
peradilan
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2. Peningkatan | a. Persentase isi putusan yang 100% Panitera
Efektivitas disampaikan ke para pihak tepat
Pengelolaan waktu
Penyelesaian | b. Persentase Perkara yang 15% Panitera
Perkara diselesaikan melalui mediasi
3. Meningkatnya | a. Persentase perkara prodeo 100% Panitera
Akses ) yang diselesaikan.
Peradilan bagi
Masyarakat b. Persentase perkara yang 100% Panitera
Miskin dan diselesaikan di luar gedung
Terpinggirkan pengadilan
c. Persentase Pencari Keadilan 100% Panitera
GolonganTertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)
4. Meningkatnya | Persentase Putusan Perkara Perdata | 0,20% Panitera

Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

yangDitindaklanjuti (dieksekusi).
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024: Penegakan Hukum Nasional

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir

terus dilakukan. Namun indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu

lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks

tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah,

khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan

perUndang-Undangan, dan maraknya praktik korupsi. Dari permasalahan

tersebut, maka isu srategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda

pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah:

1.

Penataan Regulasi.

Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga
pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.

Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah
penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha;
penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TT di bidang hukum
dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.
Penguatan Sistem Anti Korupsi

Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan
implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi
mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan

keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.
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Tabel
Target dan Indikator Pembangunan Bidang Hukum

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Indikator Target

1 ! [ 2020 | 2024
Penegakan Hukum  Penataan Regualasi Indeks Pembangunan 0.65 0,73
Nasional | Hukum - (e A3 v} g

Persentase judicial review 12,15% 8.15%
yang dikabulkan oleh MK
Persentase judicial review| 11.05% 7,05%
yang dikabulkan oleh MA

Perbaikan Sistem  Peringkat EODB Indonesia 120 70

Hukum Pidana dan untuk aspek penegakan

Perdata | kontrak | SRR | -
Peringkat EODB Indonesia 30 20
untuk aspek penyelesaian
 kepailitan | |
Peringkat EODB Indonesia 30 20
untuk aspek mendapatkan

Il | Persentase pelaku residivis | 11% | 9%

Penguatan Sistem | Indeks Perilaku Anti 4.00 4.14

| Anti Korupsi | Korupsi ' |

Peningkatan  Akses| Indeks Akses Terhadap| 65-70% 71-80%

Terhadap Keadilan | Keadilan ‘

Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam
RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi
Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah
Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah
kebijakan sebagai berikut:
»  Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
Pembatasan perkara kasasi;
Proses berperkara yang sederhana dan murah

Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)

YV V V V

Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
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Penyempurnaan penerapan sistem kamar

Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
Hak uji materiil

Penguatan lembaga eksekusi

Keberlanjutan e-Court

SPPT TI

YV V.V V V V V

Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di

lingkungan Peradilan.

»  Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah
Agung yang berkualitas.

»  Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara

optimal.

»  Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

C. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Agama Bima

Sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI 2020-2024 seperti
tertuang di atas, sekaligus dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya
Pengadilan Agama Bima Yang Profesional Dan Modern Dalam Rangka
Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung”, maka Pengadilan Agama Bima
menetapkan 6 sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat msikin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

5. Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja aparatur peradilan;
6. Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan peningkatan dukungan di bidang administrasi,
organisasi, keuangan, dan sumber daya manusia, ditetapkan arah kebijakan
sebagai berikut:

1. Optimalisasi capaian realisasi anggaran belanja pegawai dan belanja barang.

2. Mengikutsertakan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Bima pada
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pelatihan teknis maupun nonteknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi
Agama Mataram dan Mahkamah Agung RI

3. Penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan
Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan.

Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam
RPJM  tahun  2020-2024  yang  diamanatkan  kepada  setiap
kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga  dimaksud  harus
menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna
pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan
pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur
perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan
bernegara.

Pengadilan Agama Bima sebagai satuan kerja yang berada di bawah
Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam merealisasikan program
pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus
menetapkan kerangka regulasi. Penetapan kerangka regulasi yang dibuat
Pengadilan Agama Bima tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan
strategi Mahkamah Agung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2
(Matriks Kerangka Regulasi).

Matrik Kerangka Regulasi

NO

Arah Kebijakan
STRATEGIS Regulasi Jawab

Terwujudnya - Penyelesaian perkara
Proses Peradilan harus kurang dari tiga SOP
yang Pasti, bulan Penyelesaian Panitera

Transparan dan | - Melakukan survey Perkara

Akuntabel terhadap indeks kepuasan

SASARAN Kebutuhan | Penanggung
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masyarakat terhadap

layanan peradilan

Peningkatan Melakukan
Efektivitas penyederhanaan SOP
] SOP
Pengelolaan mengenai pengelolaan
_ _ Penyelesaian Panitera
Penyelesaian penyelesaian perkara
Perkara
Perkara Optimalisasi penggunaan
SIPP
Meningkatnya Melaksanakan kegiatan
akses peradilan berperkara secara cuma-
SOP
bagi masyarakat Cuma (prodeo)
o Penyelesaian Panitera
miskin dan Melaksanakan kegiatan di
S Perkara
terpinggirkan luar gedung pengadilan/
pelayanan terpadu
Meningkatnya Meningkatkan kualitas
kepatuhan putusan hakim
SOP
terhadap putusan Mengikutsertakan hakim
. Penyelesaian Panitera
pengadilan pada diklat yang teknis
Perkara
yang dilaksanakan oleh
Mahkamah Agung
Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Bima Kelas IA sebagai salah satu lembaga peradilan

di bawah Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus

didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan

Agama Bima dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Agama Bima dengan dibantu

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dan Kesekretariatan Pengadilan Agama

Bima.

Mengenai organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama Bima telah diatur

dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

dapat diuraikan sebagai berikut:

1.  Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan dibantu
seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab atas terselenggaranya
administrasi perkara pada Pengadilan.

2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan
Kesektariatan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan seorang
Sekretaris.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh
8 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda
Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga
dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang
Jurusita/Jurusita Pengganti.

5. Pada bidang Kesektariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam
melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 8 orang Kasubag, yaitu
Kasubag. Kepegawaian dan Ortala, Kasubag. Umum dan Keuangan, dan

Kasubag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Tabel

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Bima
(N) NAMA JABATAN KET
1. | Drs. Nasrulloh, S.H. Ketua
2. | Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. Wakil Ketua
3. | Husninas, S.Ag. Sekretaris
4. | Drs. H. Ikhlas Panitera
5. | Drs. Latif Hakim
6. | Abubakar, S.H. Hakim
7. | Dani Haswar, S.HI., M.H. Hakim
8. | Uswatun Hasanah, S.HI. Hakim
9. | Solatiah, S.H.I Hakim
10.| Ma ruf, S.Ag., M.H. Panitera Muda Hukum
11.| Arifuddin Yanto, S. Ag. Panitera Muda Gugatan
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12.| Subhan, S.H. Panitera Muda Permohonan
13.| Najir, 5. As. Kepala Sub Bagian Umum
14.| M.Asykar, 5.H. KepKeeggé\lrlv?aiil:]bdziggrr’gala
15.| Ade Buhari Muslim, S.Sy Kepalapglr‘gn'igﬁfa”nﬂ dan
16.| Zulkarnain, S.H. Panitera Pengganti
17.| Abdurahman, S.H. Panitera Pengganti
18. | Dra. St. Nurkhairiah Panitera Pengganti
19. | Mahfud, S.H. Panitera Pengganti
20.| Dra. Nurhayati Panitera Pengganti
21.| Dra. Siti Nuraini Panitera Pengganti
22.| Aminah, S.H. Panitera Pengganti
23.| Saiful Akbar, S.H. Panitera Pengganti
24.| Siti Saleha, S.Ag. Panitera Pengganti
25| Sri Wahyuningsih, S.HI. Panitera Pengganti
26.| Muhammad Yusuf, S.H.l., M.H. Panitera Pengganti
27.| Rahmah, S.HI. Panitera Pengganti
28. | Mustamin, BA. Panitera Pengganti
29 | Maryam, BA. Panitera Pengganti
30. | Fitriatunnisa, S.H. Panitera Pengganti
31.| Arief Satry, S.H. Panitera Pengganti
32.| H. Sulayman, S.H. Juru Sita

33.| Sirajudin, S.H. Juru Sita

34.| Fitri, S.H. Juru Sita

35.| Erniati, S.H. Juru Sita

36. | Hermansyah Juru Sita

37.| Feriman, A.Md. Juru Sita

38.| Zaidun, S.H. Juru Sita Pengganti
39.| M. Aris Budimansyah, S.H. Juru Sita Pengganti
40. | Anny Laila Safithri, S.E., M.Si Juru Sita Pengganti
41. | M.Yusuf Juru Sita Pengganti
42.| Feni Fardiansih, S,Sy Juru Sita Pengganti
43.| Nurul Mahrunnisa, S.S.T. Analis Sun;t;zrr:t?;a Manusia
44.| Irma Mardian, S.P., M.Si. Znatists zg;eggfa”pa;rg’n
45. | Mursil, S.H. Pengelola Perkara
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46. | Halimah, S.HI. Pengelola Perkara
47.| Annisa Fitra Puspita, A.Md. Pengolah Barang Milik

Negara
48. | Rezky Puspitarani, S.E. Verifikator Keuangan

. Pengadministrasi Registrasi
49.| Triyono, A.Md Perkara
Analisis Perencanaan,

50.| Irma Asyatun, 5.E. Evaluasi dan Pelaporan
51.| Yoga Ryhan, A.Md. Pengelola Perkara

BAGAN ORGANISASIKESEERETARIATAN
PENGADILAN AGAMA BIMA
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BAB IV
TARGET RINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja
Untuk mewujudkan visi dan misi, Pengadilan Agama Bima memiliki
program, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
Program ini mempunyai sasaran program dan indikator program sebagai

berikut:
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